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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum untuk mengimplementasikan

prinsip kerahasiaan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda benturan

kepentingan di PT X Tbk. RUPS benturan kepentingan diadakan apabila terdapat transaksi yang

bertentangan antara kepentingan pribadi direktur, komisaris, pemegang saham pengendali dengan

kepentingan perseroan terbuka yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. RUPS diajukan

untuk membahas transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, disetujui oleh direksi,

kemudian agenda tersebut disampaikan kepada OJK. Penerapan rahasia jabatan notaris sesuai UUJN yang

dimulai sejak awal komunikasi dengan PT X Tbk. serta dalam pelaksanaan RUPS benturan kepentingan.

Metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian bersifat eksplanatoris-analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, notaris terikat dengan kode etik dan rahasia jabatan sesuai dengan Pasal 4 dan

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN atas informasi dan fakta material yang diketahuinya. Notaris sebagai profesi

penunjang pasar modal harus memastikan RUPS berjalan sesuai prosedur. Selama RUPS benturan

kepentingan, notaris harus mengimplementasikan prinsip kerahasiaan terkait informasi dan fakta material

perusahaan, merahasiakan segala dokumen yang diberikan kepada notaris, dan memastikan keabsahan surat

pernyataan pemegang saham independen di atas materai serta memeriksa daftar kehadiran yang sudah

ditandatangani oleh pemegang saham independen atau kuasanya. Transaksi benturan kepentingan

dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham independen melalui keputusan RUPS

benturan kepentingan. Apabila para pihak menginginkan informasi dari RUPS benturan kepentingan

disampaikan secara umum maka harus mendapat persetujuan dari para pihak yang terlibat dalam RUPS

benturan kepentingan.

......The thesis examines responsibility of the notary public to implement confidentiality principle on General

Meeting Shareholders (GMS) in connection with conflict of interest at PT X Tbk. The GMS must be held

when there is a conflict of interest transaction between individual interests of director, commissioner, major

of shareholders and public company interest that potentially lead to impairment loss for the company. The

GMS can be held legally to consider transaction that potentially emerged conflict of interest, approved by

director, then submit the agenda of the meeting to OJK. The exercise of notarial secret to undertake

confidentiality principle as ethic codes since initial communication to the company even during general

meeting. The method conducts normative juridical with explanatory-analytic typology research. According

to the results, the notary is bounded to ethic codes and profession based on the provisions of article 4 and

article 16 paragraph (1) letter (f) UUJN in order to keep any information and material facts of notarial secret.

The notary as a supporting profession of capital market presence must ensure the general meeting fits on

right procedures. During the meeting, the notary has committed to keep any verbal information and

materials facts of the company, protect all documents obtained from the company, and confirm the
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authentication of issuance letter signed and stamped by independent shareholders, also to confirm the

absence list signed by independent shareholders or their authorizer. The conflict of interest transactions only

can be executed as approval of the general meeting decisions. When all the parties require the information

need to be announced in public, then it must be approved by all parties involved in the meeting.


